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SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 10
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019
tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada
Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan
Penerima Tunjangan, maka perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Pemberian
Tunjangan Hari Raya di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
dan Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang......
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan........
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Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019
tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya
Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara
Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima
Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6349);

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi
Tahun 2013 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi
Tahun 2016 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
(Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018
Nomor 7);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan......
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2. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 40

Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Sukabumi
Tahun 2018 Nomor 42) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 40
Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Sukabumi
Tahun 2019 Nomor 3);

Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 51
Tahun 2018 tentang Kebijakan Pemberian
Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kota
Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi
Tahun 2018 Nomor 53);

Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 52
Tahun 2018 tentang Mekanisme Pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis
Kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kota
Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi
Tahun 2018 Nomor 54) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 52
Tahun 2018 tentang Mekanisme Pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis
Kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kota
Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi
Tahun 2018 Nomor 54);

MEMUTUSKAN......
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN
TUNJANGAN HARI RAYA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI.

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud
dengan:

1.

Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah
adalah Kota Sukabumi.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah
dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945.

Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.

Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota
Sukabumi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan
peraturan daerah.

Pasal 2.......
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Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan tunjangan hari
raya kepada pegawai negeri sipil, Wali Kota, dan
Wakil Wali Kota, serta pimpinan dan anggota
DPRD.

Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) termasuk calon pegawai negeri sipil.

Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak termasuk pegawai negeri sipil yang
sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 3

Tunjangan hari raya bagi pegawai negeri sipil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan sesuai
dengan penghasilan yang diterima pada 2 (dua)
bulan sebelum bulan hari raya.

Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2
(dua) bulan sebelum bulan hari raya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar
penghasilan yang seharusnya diterima karena
berubahnya penghasilan, kepada yang
bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan
tunjangan hari raya.

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan bagi pegawai negeri sipil paling sedikit
meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan
tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan
paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan
keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan
umum, dan tunjangan kinerja.

(4) Tunjangan........
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Tunjangan kinerja pada penghasilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibayarkan
penuh dengan tidak memperhitungkan presensi
dan kinerja pegawai sesuai dengan kedudukan
pegawai negeri sipil pada tanggal 1 April.

Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan
khusus guru, tambahan penghasilan bagi guru
pegawai negeri sipil, dan jasa pelayanan pada
RSUD R. Syamsusin, S.H.

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak dikenakan potongan iuran dan/atau
potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan
ditanggung Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1) Tunjangan hari raya dibayarkan paling cepat 10

(2)

(sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya.

Dalam hal tunjangan hari raya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan,
tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah
tanggal hari raya.

Pasal 5

Dalam hal pegawai negeri sipil menerima lebih
dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, tunjangan hari raya diberikan
salah satu yang jumlahnya paling besar.
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Dalam hal pegawai negeri sipil menerima lebih
dari 1 (satu) tunjangan hari raya, kelebihan
pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib
mengembalikan kepada negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pegawai negeri sipil sekaligus sebagai
penerima pensiun janda/duda atau penerima
tunjangan janda/duda, diberikan tunjangan hari
raya sekaligus tunjangan hari raya penerima
pensiun janda/duda atau tunjangan hari raya
penerima tunjangan janda/duda.

Pasal 6

Penerima gaji terusan dari pegawai negeri sipil
yang meninggal dunia atau tewas diberikan
tunjangan hari raya yaitu sebesar penghasilan 1
(satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan
sebelum bulan hari raya.

Penerima gaji dari pegawai negeri sipil yang
dinyatakan hilang diberikan tunjangan hari raya
yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2
(dua) bulan sebelum bulan hari raya.

Pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan
pada instansi atau lembaga tempat pegawai negeri
sipil bekerja.

Pasal 7

Dana yang diperlukan untuk pemberian tunjangan
hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) dibebankan pada APBD.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 16 Mei 2019
WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 16 Mei 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

SALEH MAKBULLAH

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2019 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,

NIP. 19720210199901 2 001



